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POSO RAYA - Pemerintah
pusat dan Pemerintah
Kabupaten Poso, telah
menandatangani
hibah daerah Non Kas
sebagai kelanjutan
penghapusan piutang
negara. Penandatangan
Kesepakatan ini terjadi
pekan lalu. Dalam
kesepakatan dimaksud,
salah satu point pentingnya
adalah penghapusan hutang
PDAM sebesar Rp10 miliar
Iebih. Hutang ini ada sejak

tahun 1997 semasa PDAM
masih dalam penanganan
PT. Cipta Karya Kabupaten
Poso.

Awalnya hutang PDAM
Poso hailya sebesar Rp2
miliar. Akibat krisis sosial
tahun 1998 di Poso, hutang
PDAM jadi membengkak
disebabkan banyak
pelanggan melakukan
eksodus ke wilayah lain,
dan infrastruktur PDAM
juga ikut rusak.

“Hutang ini sudah

turun temurun. Seluruh
penyebabnya dapat
dikatakan bersifat
force majoure,” kata
Direktur PDAM,
Munawir, Senin
(3/10/2016) kemarin

Hutang yang membelit
PDAM ini, kemudian oleh
Munawir terus berupaya
agar pusat dapat memberi
kebijakan dalam bentuk
penghapusan hutang
dimaksud.

“Kita bersyukur karena

Bupati Darmin langsung
merespon keluhan kami,
terkait hutang tak disengaja
itu. Atas usulan beliau
sehingga pada tahun 2016
ini kami terlepas dari beban
PDAM selama ini," kata
Munawir.

Selain itu, pemerintah
daerah telah menyetujui
penyertaan modal Non
Kas, kepada PDAM
sejumlah hutang di atas.
Terkait penyertaan modal
Non Kas Pemda Poso ini,

DPRD Poso juga telah
‘menyetujuinya, ¢

“Untuk penyertaan modal
Pemda, kita juga sudah
sedikit lega karena DPRD
Poso telah menyetujuinya
dan telah tertuang pada
peraturan daerah (Perda).
Dengan keringanan ini,
maka kami dari PDAM
sudah memastikan akan
dapat berkontribusi lebih
besar pada Pendapatan Asli
Daerah (PAD) daerah kita,”
‘ujar Munawir. x




